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KEPUTUSAN

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KXPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NoMOR : KEP.ols /M.PPN/I1/2OO1

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH INDONESIA

DENGAN UNTIED NATIONS POPULATION FUND (UNTPA)

UNTUK BANTUAN HIBAH SIKLUS KEENAM DALAM RANGKA

PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KESEHATAN REPRODUKSI

(THE UNFPA SIXTH COUNTRY PROGRAMME ON REPRODUCTIVE HEALru

AND POPULATION DEWLOPMENT)

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPAIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang a. bahwa dalam rang$a meningkatkan detajat kesehatan

reproduksi bag1 perempuan, pna, dan anak telah disusun

ProSram Kerjasama Pemerintah Indonesia DenSan United

Nations Population Fund unfitkBantuan Hibah Siklus Keenam

dalam rangka Pembanglnan Kependudukan dan Kesehatan

Reproduksi;

b. bahwa bantuan hibah tersebut telah disetujui oleh Executive

Board UNFPA untuk selama peiode 2OO1 -2OO5;

c. bahwa untuk penyelenggaraan ProSram sebagaimana

dimaksud huruf a di atas diperlukan koordinasi lintas

sektor/instansi terkait dengan membentuk Tim Pengarah;

d.bahwa..
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Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

d. bahwa mereka yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini
dipandang mamplo untuk melakukan tugas sebagarmana

tersebut pada huruf c di atas;

7. Undang-wdang Nomor 35 Tati:url 2OOO tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja NegaraTahtn Anggaran 2OO7;

2. Keputusan Presiden Nomor 1O3 Tahan 2OO1 tentanS

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,

dan Tata Keqa l*mbaga Pemerintah Non Departemen;

3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahtn 2OOl tentanS

Pembentukan Susunan Kabinet GotonS Royong;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MXNTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL,/IGPALA BAPPENAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGARAH PROGRAM KERJASAMA PEMERINIAH INDONESIA

DENGAN LlNITED NATIONS POPT]LATION FUND (UNTPA) UNTUK

BANTUAN HIBAH SIKLUS KEENAM DAI.AM RANGKA

PEMBANGUNAN KXPENDUDUKAN DAN KESEHATAN

REPRODUKSI SIIE UNI"A SIXM COUNTRY PROGRAMIVIE ON
REPRODUCTIVE HEAIM AND POPULATION DEVELOPMENT )
Membentuk Tim Pengarah Program Kerjasama Pemerintah

Indonesia dengan United Nations Population Fund untuk Banttuan

Hibah SiHus Keenam dalam rangka, Pembangwan Kependudukan

dan Kesehatan Reproduksi, yang selanjutnya disebut Tim Pengarah,

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantm dalam
lampir an Keputusan ini;

KEDUA ..

Memperhatikan: Kesepakatan antara Pemerrntah Indonesia dengan The United

Nations Population lazd (UNFPA) tanggal '1.8 Mei 2O01 tentanS

Progranme of Assistance to the Government of Indonesia for a
Compreh en si ve Pop ula tion Programmq
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KEDUA

KXTIGA

KEEMPAT

Tugas dan tanggrng jawabTimPengarah adalah'.

1. Menentukan arah kebijaksanaan penyelengaraan Program

Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan United Nations

Population fbnd'tnttk Banfilan Hibah Siklus Keenam dalam

rangka Pembangunan Kependudukan dan Kesehatan

Reproduksi;

2. Memberikan pertimbangan dan petunjuk mengenai tindak
lanj ut masukan keblj aksanaan y ang dihasilkan ;

3. Menyampaikan laporan secara terattr mengenai pelaksanaan

tuSasnya kepada Menteri Negara PPN/ Kepala Bappenas;

Semta biaya yang dikeluarkan bagi kegSatan Tim Pengarah ini
dlbbankan kepada Banfitan Hibah UNTPA;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemttdian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini
akan dtadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dltetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Nopember 2OOl

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENC AAN ANGUNAN NASIONAL,

K GIE

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketsa Badan Pemeriksa Ketangan;
2. Menteri Dalam Negeri;

3. Menteri Keuangan;

4. Menteri Kesehatan;

5. Menteri Negara Pemberdayaan Percmpuar4

6. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasionall

7. Kepala Badan Pusat Statistik;

8. KepalaBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
9. Yang bersangkutan untuk dipelgun akan sebaga.imana mestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/

KXPATA BAPPENAS

NOMOR : KEP. 015 /M.PPN/11/2OO1.

TANGGAI : 27 November 2OO'l-

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENGARAH PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH INDONESIA DAN UNFPA

UNTUK BANTUAN HIBAH SIKLUS KE ENAM DALAM RANGKA

PEMBANGUNAN KNPENDUDUKAN DAN KESEHATAN REPRODUKSI
(THE UNFPA SIXTH COUNTRY PROGRAME ON REPRODUCTIVE HEALTH AND

PO PULATION DE VELO PMENT )

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Pranata

P emerrntahan, B appenas;

Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarzkat,

Departemen Kesehatan;

Direktur Jenderal Pelayanan Medik,
Departemen Kesehatan;

Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular
dan P eny ehatan Lingkungan,

Departemen Kesehatan;

Direllur Jenderal Bina Pembanganan Daerah,
Departemen Dalam Negeri;

Direktur Jenderal Anggaran,
Depattemen Keual].gan;

Sekretaris Utama,

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;

sebagai Ketua

sebagat AnSgota

sebagai Anggota

sebagai Anggota

sebagai Anggota

sebagat Anggota

sebagai Anggota
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5

6
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8. Depufi ...



8. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan

Pemberdayaan Kehnrga,
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;

9. Deputi Bidang Pelalthan dan Pengembangan,

Badan Koordin ast Keluarga Berencana Nasional;

1 0. Deputi Bidang Keluarga dan Pemaduan Kebijakan

Program,

Badan Koordin asi Keluarga Berencana Nasional;

1 1. Deputi Bidang Keluarg a Berencana dan Kesehatan

Reproduksi,

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;

1 2. Sekretaris Menteri Negara Pemberdayaan

Perempuan;

1 3 . Deputi Bidang Kesetar aan Gender ,
Kantor Menteri Negara Pemberdaya an Perempuan;

14. Depatt Bidang Kualitas Hidup Perempuan,

Kantor Menteri Negara Pemberd ayaan Perempvan;

1 5. Deputi BidangPeran Serta Masyarakat,

Kantor Menteri N egar a P emberday aan Perempuan;

16. Deputi Bidang Statistik Sosial,

Badan Pusat Statistik.

sebagai Anggota

sebagai Anggota

sebagai Anggota

sebagai Anggota

sebagai Anggota

sebagat Anggota

sebagal Anggota

sebas:al Anggota

sebagai Anggota

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

GIE


